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TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PARIGI MOUTONG,

. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan manajemen

karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas
Aparatur Sipil Negara serta untuk mengembangkan kompetensi
dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara
diperlukan Standar Kompetensi Jabatan;

. bahwa untuk menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan

Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi, maka perlu mengatur Standar Kompetensi
Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur
Sipil Negara, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan ASN adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
tugas jabatan.

3. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

4. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan
untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

5. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku vyang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi
dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
Jabatan.

6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan
yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan
kerja organisasi negara.

8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah
sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

10.Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
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11. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan
vang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

12. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara
ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-
pokok tugas jabatan.

13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

16. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2
Dalam menyelenggarakan manajemen ASN berbasis Sistem Merit
maka perlu menyusun Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Pasal 3
Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi:
a. identitas Jabatan;
b. kompetensi Jabatan; dan
c. persyaratan Jabatan.

Pasal 4
(1) ldentitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
minimal terdiri atas:
a. nama Jabatan;
b. uraian/Ikhtisar Jabatan; dan
c. kode Jabatan.
(2) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b terdiri atas:
a. Kompetensi Manajerial;
b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
c. Kompetensi Teknis.
(3) Persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
¢ minimal terdiri atas:
a. pangkat;
b. kualifikasi pendidikan;
c. jenis pelatihan;
d. ukuran kinerja Jabatan; dan
e. pengalaman kerja.
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Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Jabatan ASN terdiri atas:

a. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
b. Standar Kompetensi Jabatan Administrasi.

(2) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan Administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Parigi Moutong.
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